
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR V> TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234);



10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang

nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4090);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4502);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4577);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara

Republik Indonesia Nomor 4593);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapan Dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2015

tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2016;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4693);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

27. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123)
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28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana

Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia nomor 5558);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007

Nomor 19);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8

Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran

2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Tahun 2015 Nomor 8);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4

Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2015

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2015 terdiri dari:
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli

Daerah Rp. 110.225.039.890,10



b. Pendapatan Transfer Rp.

c. Lain-lain Pendapatan yang

1.280.419.486.401,43

San

Jumlah Pendapatan

Belanja

a- Belanja Tidak Langsung

Rp. 262.733.194.500,00

1)
Belanja Pegawai Rp. 691.878.259.989,00

2)
Belanja Subsidi Rp. 1.306.000.000,00

3) Belanja Hibah Rp. 71.819.370.050,00

4) Belanja Bantuan

Sosial Rp. 991.000.000,00

5) Belanja Bagi

Hasil/Transfer Rp. 161.066.935.802,00

6) Belanja Bantuan

Keuangan Rp. 0,00

7) Belanja Tidak

Terduga

Rp. 175.431.000,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp.

2) Belanja Barang dan

Jasa Rp-

3) Belanja Modal Rp.

Jumlah Belanja

28.946.068.000,00

315.025.349.515,00

474.153.706.813,90

Pembiayaan

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Rp. 110.561.732.750,74

Rp. 9.541.324.745,54

Jumlah Pembiayaan Netto

RP- 1.653.377.720.791,53

Rp. 927.236.996.841,00

Rp. 818.125.124.328,90

Rp. 1.745.362.121.169,90

Rp. 101.020.408.005,20

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 9.036.007.626,83

Pasal 2

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini.

Pasal 3

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
j;„:„„; 1 ,k;v, lo^int \rt± riaiam T-ipninharpn lanoran realisasi anggaran.



Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini.
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan
menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 2-9 OuLl' 2016

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 2$ «?MW

SJA\

I ilk « AVXv

'%GAN KOMERING ILIR,

/ftifegJEEy^S DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

2016

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016

NOMOR .49


